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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi terdapat peningkatan masalah kejahatan, seperti timbulnya Cyber Crime. Salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian daring. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan perjudian elektronik adanya larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku judi daring untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui upaya preventif, represif, dan hambatan Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan perjudian daring yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi di Polrestabes Surabaya dan pelaku judi daring yang dijadikan sebagai data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penanggulangan perjudian daring di Polrestabes Surabaya, beserta kendala-kendalanya.

Polrestabes Surabaya membentuk TIM untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana judi daring yang disebut MESSI. TIM MESSI mempunyai tugas baik secara preventif maupun represif dalam penanggulangan judi daring. Penanggulangan judi daring secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana judi daring, polisi juga bekerja sama dengan kominfo untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang larangan judi daring lewat media internet. Sedangkan untuk upaya represif Polrestabes Surabaya selama kurun waktu 2 tahun hanya menangkap 14 pelaku judi daring. Pihak kepolisian sangat sulit menangkap pelaku judi daring dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan peralatan canggih.

Kata Kunci :
Judi Daring, Cyber Crime, Penanggulangan
Abstract

This research is based on technology development. The development of technology increases crime problem, such as cybercrime. One of cyberspace crime cases which often occurs in this time is online gambling. The Article 27 verse (2) The Law No. 11 year 2008 concerning Electronic Information and Transaction mentioned about prohibition of online gambling. The existence of that regulation is not big problem for online gambler. The main problems which is wanted to answer in this research are to know the preventive and repressive effort, also obstacles of POLRESTABES of Surabaya to overcome online gambling matter which is regulated in Article 27 verse (2) EIT Law.
This research uses Sociological legal method which implements some deep interviews to the informants such as police staff in POLRESTABES of Surabaya and online gambler. The data from the interview will be proced by using qualitative and descriptive analytical method, to describe the prevention of online gambling in POLRESTABES of Surabaya and their obstacles.
POLRESTABES of Surabaya formed TIM to prevent and resolve criminal offenses referred MESSI online gambling. TEAM MESSI has the task of both preventive and repressive in the prevention of online gambling. The prevention of online gambling preventive effort, which were conducted by POLRESTABES of Surabaya are socialization to people about the danger of online gambling criminal act, the Police establish es cooperation with Ministry of Communications and Information to provide socialization about prohibition of online gambling by internet media. While for Repressive effort, POLRESTABES of Surabaya only caught 14 online gamblers in this last two years. The Police has difficulty to catch them because the lack of human resources and modern equipments.
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PENDAHULUAN
Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian masih menunjukkan keberadaannya, yang dahulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria, sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat. Perjudian pada saat ini telah dilakukan antara lain oleh anak-anak, remaja, dan orang tua. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis lihat pada tanggal 11 oktober 2014 di sebuah cafe, masih banyak ditemukan orang-orang yang mengakses situs judi daring . 

Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjudian awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan. Perjudian saat ini sudah menjadi industri, salah satunya ada pada bidang olahraga karena masyarakat pada saat ini lebih menyukai pertandingan sepakbola dan caranya lebih mudah dari pada bidang olahraga yang lain. Salah satu alasan mengapa lebih menyukai sepakbola adalah kefanatikan mereka pada klub atau Negara tertentu. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa menonton sepakbola tanpa ada taruhannya kurang seru. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dijelaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Judi sendiri diatur dalam Pasal 303  KUHP, dimana Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut Pasal 303;

ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”


Judi sekarang ini tidak hanya meluas tetapi juga kualitasnya meningkat begitu pesat, baik permainannya maupun fasilitasnya. Salah satunya adalah judi dalam jaringan yang selanjutnya disebut dengan daring. Daring sendiri mempunyai arti cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Kegiatan judi ini dilakukan secara daring baik dalam penyetoran uang taruhan hingga pengambilan uang taruhan, maka antara bandar judi dengan pemain judi tidak pernah bertemu secara langsung.  Masalah kejahatan  dunia maya atau “Cyber Crime” dewasa ini sudah mendapat perhatian serius dari Negara kita, karena kejahatan ini termasuk salah satu kejahatan yang serius dan tidak bisa dianggap remeh.


Kegiatan judi daring ini juga telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( yang selanjutnya disebut UU ITE) dijelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.  Polrestabes Surabaya sendiri pada tahun 2013 telah berhasil membongkar sindikat judi online yang beromzet sekitar 1 miliar per bulan.
 Sedangkan selama piala dunia 2014 Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 117 tersangka dari 97 kasus judi. Dari jumlah tersebut kebanyakan adalah kasus judi bola daring. Judi bola daring yang berhasil diungkap memiliki omzet yang cukup besar, dalam sekali taruhan omzet yang didapat bisa mencapai 350 juta. Jika ditotal, omzet yang didapat selama pelaksanaan piala dunia 2014 adalah mencapai 7,5 miliar.

Pengelola judi daring yang berada di Indonesia tidak hanya dikelola oleh website dari luar negeri saja tetapi website dalam negeri juga ikut serta dalam kegitan judi daring tersebut. Meskipun pemerintah sudah banyak melakukan upaya untuk memberantas judi daring, tetapi faktanya masih ditemukan website yang menawarkan kegiatan judi daring. Salah satu contoh website yang masih menawarkan judi daring sampai saat ini adalah M88.com. M88.com merupakan website yang berkecimpung dalam dunia judi daring, dalam M88.com tersebut masyarakat dapat memasang taruhan dalam bidang olahraga. Kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) mengaku sulit memberantas perjudian dengan sistem daring. Hal ini dikarenakan nama situs judi terkadang menipu dan berasal dari negara lain. Selain itu keberadaan server judi dalam jaringan yang tidak di Indonesia juga menyulitkan pihak kominfo.
 Sebenarnya kominfo sudah bekerja keras dalam menutup website judi daring yang berada di Indonesia, tetapi kominfo memiliki beberapa kendala, salah satunya yaitu keberadaan server yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga kominfo tidak bisa berbuat banyak untuk memberantas judi daring yang servernya berasal dari luar negeri. Selain itu nama situs untuk judi daring seringkali berubah-ubah sehingga hal ini sangat membingungkan pihak kominfo. Awal tahun 2014 kominfo menerima 13 aduan untuk 10 jumlah situs judi online.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dan akan mengkaji mengenai Upaya preventif apa yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana judi daring di wilayah hukum Surabaya, lalu Upaya represif apa yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana judi daring di wilayah hukum Surabaya, dan Hambatan apa sajakah yang di alami oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana judi daring di wilayah hukum Surabaya?

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana judi daring baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh polisi secara terperinci dan mendalam serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi judi daring. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Surabaya, tepatnya di Polrestabes Surabaya yang terletak di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya. Penulis memilih Polrestabes Surabaya karena Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur dengan kompleksitas atau keberagaman tindak pidana di dalamnya. Selain itu di Polrestabes Surabaya terdapat satuan tim yang bertujuan mengatasi judi yang bernama Messi atau Manajemen Antisipasi Judi.
 

Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi sebagai data primer. Data sekunder diambil dari dokumentasi arsip kepolisian, buku, jurnal, bahan makalah/seminar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan data dengan tahapan mereduksi data. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian, data dalam bentuk tabel, ataupun uraian. Tahap terakhir adalah menganalisis data dan menarik kesimpulannya serta diberikan saran. data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

Hasil Penelitian
1. Upaya  Preventif Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Daring Di Wilayah Hukum Surabaya

Dalam upaya secara preventif Polrestabes Surabaya dilakukan dengan jalan:

1. Membentuk Tim MESSI yang bertugas sebagai berikut:

a. Bekerja sama dengan pihak kominfo untuk memberikan sosialisasi lewat internet, dan

b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan turun langsung ke daerah-daerah.

2. Menurut AIPTU Syahid WK selaku anggota Kasubnit 1 Bintibnas Satbinmas memiliki 3 organisasi yang melakukan penyuluhan dan pembinaan yaitu Binpolmas, Bintibnas, dan Binkamsa dan yang berhak melakukan sosialisasi tentang perjudian adalah Bintibnas, Satbinmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 minggu 1 kali. Sosialisasi ini dilakukan dengan terjun langsung ke desa-desa, sekolahan, maupun pesantren. Dalam sosialisasi yang dilakukan dalam 1 munggu sekali ini Satbinmas melakukan sosialisasi mengenai semua tindak pidana yang berada di masyarakat seperti curanmor, narkoba, penipuan, perjudian dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk perjudian sendiri menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada Pak Syahid WK selaku anggota Kasubnit 1 Bintibnas mengatakan bahwa untuk sosialisasi perjudian sendiri  sendiri selama tahun 2015 Januari - April sudah dilakukan di 4 daerah yaitu Kec.Wonokromo, Kel. Ngagel, Kec. Genteng, dan Kel. Sidosermo. 

2. Upaya Represif Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Daring Di Wilayah Hukum Surabaya

Tim MESSI bentukan Polrestabes Surabaya untuk menangani judi daring selain melakukan tindakan preventif yang telah dijelaskan diatas, Tim MESSI juga melakukan tindakan secara represif yaitu dengan cara:

a. Mengintai para pelaku judi daring pada waktu acara nobar (nonton bareng) apabila ada acara sepak bola,

b. Menagkap pelaku judi daring,

c. Membobol situs-situs yang bermuatan judi daring,

Upaya represif pada judi daring yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya selama priode tahun 2011-2014 dengan jalan menangkap sejumlah 14 pelaku judi daring dari sekian banyak pelaku yang berada di daerah Surabaya, dari 14 pelaku judi daring tersebut mayoritas kalangan mahasiswa dan 14 kasus tersebut sudah serahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Polrestabes Surabaya dalam melakukan penangkapan mereka lebih mengandalkan tim IT karena tim IT tersebut yang berhasil masuk kedalam situs judi daring dan langsung mendata siapa saja member/anggota dari situs yang bermuatan perjudian tersebut dan langsung di selidiki oleh pihak reskrim.

3. Hambatan Yang Diperoleh Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Daring Di Wilayah Hukum Surabaya

Pelaksanaan pemberantasan judi daring di Polrestabes Surabaya menemui hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh  Polrestabes Surabaya dalam penanganan judi daring menurut Kanit IDIK 1 Polrestabes Surabaya IPTU Teguh adalah :

1. Terbatasnya dana dalam memberantas kasus judi daring.

2. Kurangnya tekhnologi yang dimiliki oleh Polres Surabaya, hal ini membuat Polrestabes Surabaya masih tertinggal dengan tekhnologi yang dipunya oleh penyedia layanan judi daring.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan tekhnologi, sehingga polisi tidak bisa masuk lebih dalam ke server pelaku judi daring, dan membuat penyedia judi daring dapat mengoperasikan kembali server yang sudah diblokir oleh pihak kepolisian.
4. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Masyarakat masih enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terjadi tindak pidana judi daring, karena mereka beranggapan akan membuang-buang waktu saja sebab yang dirugikan oleh pelaku judi daring adalah dirinya sendiri.

Hambatan-hambatan yang ada nantinya akan dicarikan sosusinya agar tindak pidana judi daring dapat dikurangi jumlah kasusnya. Seluruh hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri.

Polrestabes Surabaya sudah melakukan beberapa solusi dari hambatan-hambatan yang ditemui saat melakukan penangan judi daring. Beberapa solusi dari hambatan tersebut ialah: bekerjasama dengan kominfo untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan pemblokiran judi daring.

Analisis dan Pembahasan 
1. Upaya Preventif Yang Dilkukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Daring

Permasalahan judi daring akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori upaya penanggulangan preventif yaitu dari cara moralistik dan cara abolisionistik. Kedua teori tersebut harus bisa berjalan secara bersamaan agar penanggulangan tindak pidana judi daring secara preventif dapat berjalan dengan baik.
Adapun penjelasan secara terperinci mengenai cara moralistik dan abolisionistik adalah :

1. Cara Moralistik

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.

Upaya penanggulangan tindak pidana judi daring secara preventif, dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara langsung terjun kemasyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media sosial mengenai dampak yang akan diterima oleh masyarakat, apabila masyarakat tersebut melakukan judi daring. Karena judi daring merupakan tindak pidana yang mudah dilakukan oleh masyarakat, tetapi hukuman yang akan didapat oleh masyarakat yang bermain judi daringpun tidak bisa di anggap ringan. Karena didalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE dijelaskan “bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1,2,3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”. Pasal ini membahas mengenai tindak pidana judi daring karena dipasal 27 ayat 2 UU ITE dijelaskan bahwa “ setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Jadi meskipun tindak pidana judi daring mudah dilakukan tetapi hukuman yang akan diterima oleh pemain judi daring cukup berat. 

Polrestabes Surabaya melakukan sosialisasi 1 minggu 1 kali itu belum cukup dikarenakan untuk mengubah moral seseorang butuh sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, tetapi diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, akan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat di wilayah hukum Surabaya, sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana judi daring dan diharapkan juga kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana judi daring. Masyarakat juga untuk saling bekerja sama dan saling memberikan informasi atas adanya tindak pidana judi daring baik kepada keluarga maupun kepada teman-temannya. 

2. Cara Abolisionistik

Upaya penanggulangan tindak pidana judi daring secara preventif pada umumnya ditujukan kepada masyarakat, yakni bertujuan agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana judi daring.

Cara abolisionistik adalah menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya, umpamanya kita ketahui bahwa tingkat kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, maka kesadaran hukum di masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana judi daring adalah mereka yang mempunyai taraf hidup atau ekonomi kelas menengah keatas karena judi daring membutuhkah uang yang tidak sedikit untuk deposit, minimal Rp.100.000 dan untuk . Jadi  meskipun sesorang tersebut bisa dikatakan kaya dan mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi tetapi dengan tidak adanya kesadaran hukum pada setiap individu maka kejahatan judi daringpun masih akan terus ada. Faktor moral setiap individu juga mempunyai peranan yang penting. Jadi meskipun orang tersebut mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hukum tetapi orang tersebut mempunyai moral yang jelek maka orang tersebut akan tetap melaksanakan tindak pidana judi daring meskipun dia mengetahui resikonya. Dalam hal ini pihak pemerintah dapat memberikan pengertian dengan masyarakat dengan bekerjasama dengan tokoh agama atau toko desa tertentu untuk memberikan sosialisasi bahwa perbuatan judi daring selain melanggar norma hukum,norma agama dan norma kesusilaan.

2. Upaya Represif Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Judi During

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Daring Secara Represif Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Kota Surabaya Dianalisis Menggunakan Pisau Analisis Berupa Teori Upaya Penanggulangan Represif Yang Terdiri Dari Metode Perlakuan Dan Penghukuman.
1. Perlakuan ( Treatment )
Metode Perlakuan Diterapkan Kepada Orang Yang Belum Telanjur Melakukan Kejahatan, Sehingga Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi Daring Lebih Tepat Dianalisis Menggunakan Metode Penghukuman Karena Dalam Tindak Pidana Judi Daring Pelaku Melakukan Kejahatan Yang Dapat Merugikan Masyarakat.

2. Penghukuman ( Punishment )

Jika Ada Pelanggar Hukum Yang Tidak Memungkinkan Untuk Diberikan Perlakuan (Treatment), Yang Disebabkan Karena Terlalu Beratnya Kesalahan Yang Telah Dilakukan, Maka Perlu Diberikan Penghukuman Yang Sesuai Dengan Perundang-Undangan Dalam Hukum Pidana. Metode Penghukuman Terhadap Tindak Pidana Judi Daring Lebih Tepatnya Dilakukan Oleh Lembaga Pemasrayakatan, Dimana Narapidana Selain Harus Menjalankan Hukumannya, Merekapun Dididik Dan Dibina Serta Dibekali Dengan Keterampilan. Keterampilan Yang Dimiliki Tersebut Diharapkan Ketika Mereka Keluar, Akan Menjadi Orang Yang Berguna Di Dalam Masyarakat.

Dalam Hal Ini Polisi Menjalankan Tugasnya Dibidang Penyelidikan Dan Penyidikan, Apabila Penyidikan Sudah Mendapatkan Hasil Yang Lengkap Maka Akan Dilanjutkan Ke Kejaksaan Untuk Dilakukan Penuntutan. Tahapan Setelah Penuntutan Akan Diteruskan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan, Dan Terdakwa Yang Terbukti Bersalah Akan Menjalani Eksekusi Di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya Penanggulangan Secara Represif Terhadap Tindak Pidana Judi Daring Sangat Memerlukan Profesionalisme Kepolisian Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Judi Daring. 

Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Judi Daring Ini Polisi Harus Melaksanakan Tugasnya Semaksimal Mungkin, Karena Polisi Yang Melakukan Tindakan Pertama Kali Apabila Terjadi Tindak Pidana Judi Daring, Yakni Penyelidikan Dan Penyidikan. Upaya Represif Yang Dilakukan Dalam Bentuk Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Judi Daring Berguna Untuk Mengungkap Jaringan Pendistribusian Judi Daring. Apabila Ada Laporan Dari Sesorang Atau Masyarakat Tentang Adanya Tindak Pidana Judi Daring Yang Dilakukan Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang, Maka Polisi Wajib Menindaklanjuti Laporan Tersebut Dengan Disertai Adanya Alat Bukti Yang Cukup. Dalam Melakukan Penangkapan Tersebut, Aparat Kepolisian Juga Harus Menjalankan Tugasnya Dengan Baik. Polisi Wajib Menggunakan Prosedur Yang Telah Ditetapkan Dalam Pasal 18, 33 Dan 38 KUHAP, Seperti :

A. Menunjukkan Identitas Anggota Kepolisian.

B. Menunjukkan Surat Perintah Tugas.

C. Membawa Dan Menunjukkan Surat Tugas Penangkapan.

D. Membawa Dan Menunjukkan Surat Pengeledahan.

E. Membawa Dan Menunjukkan Surat Penyitaan.

Dalam Rangka Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Judi Daring Di Kota Surabaya Dilakukan Oleh Reskrim Polrestabes Surabaya. Dari Jumlah Total 14 Kasus Tindak Pidana Judi Daring Dari Tahun 2013 Sampai 2014 Yang Ditangani Oleh Reskrim Polrestabes Surabaya, Semuanya Sudah Dilakukan Pelimpahan Perkara Ke Kejaksaan Untuk Dilakukan Penuntutan.

Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Judi Daring Secara Represif, Sarana Dan Prasarana Mutlak Diperlukan Untuk Memperlancar Dalam Menciptakan Penegakan Hukum. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Dimaksudkan Untuk Mengimbangi Kemajuan Teknologi Dan Globalisasi, Yang Telah Mempengaruhi Tingkat Kecanggihan Kriminalitas. Seperti Tindak Pidana Judi Daring Dilakukan Dengan Menggunakan Peralatan Canggih.

Reskrim Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Daring Harus Saling Berintegrasi Dengan Baik Karena Pelaku Judi Daring Yang Berada Di Surabaya Sagantlah Banyak Bisa Kita Lihat Dari Keuntungan Para Bandar Judi Daring Berkisar Milyaran Rupiah Dan Polisi Selama Kurun Waktu 2013-2014 Hanyalah Menangkap 14 Pelaku Saja. Dari Hasil Wawancara Dengan Pelaku Judi Daring Rata-Rata Mereka Telah Melakukan Perjudian Sudah 5-6 Tahunan Dan Meraka Merasa Aman-Aman Saja Tanpa Terendus Oleh Pihak Yang Berwajib. Apabila Terdapat Kendala Dimana Orang Yang Melakukan Judi Daring Sulit Ditangkap, Hal Demikian Dikarenakan Sistem Jaringan Yang Mereka Gunakan Sangat Rapi. Maka Unit Khusus Yang Berfungsi Menangani Judi Daring Harus Tetap Siaga Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Sehingga Pelaku Judi Daring Dapat Segera Ditangkap Dan Diproses.

Hal Tersebut Menggambarkan Bahwa Upaya Represif Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Judi Belum Cukup Baik Dikarenakan Hanya Menangkap 14 Pelaku Saja Dalam 2 Tahun Terakhir. Menurut Soerjono Soekanto “Bahwa Efektifitas Atau Tidaknya Suatu Hukum Ditentukan Oleh 5 Faktor Yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

2. Faktor Penegak Hukum, Yakni Pihak-Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum

4. Faktor Masyarakat, Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan

5. Faktor Kebudayaan, Yakni Sebagai Hasil Karya, Cipta Dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia Didalam Pergaulan Hidup.”

Ke-5 faktor tersebut hanya 2 faktor yang dirasa oleh penulis cukup memadai dalam penegakan hukum judi daring yaitu faktor peraturan perundang-undangan dan faktor kebudayaan saja, karena di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang judi daring dan mayoritas kebudayan indonesia bukan pemain judi. Sedangkan ke-3 faktor lainnya dirasa tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu: 

Faktor penegak hukum dirasa kurang dapat memadai dikarenakan masih banyak personil kepolisian yang kurang paham mengenai dunia maya, hal ini mengakibatkan terhambatnya penegakan tindak pidana judi daring. Faktor sarana dan fasilitas di Polrestabes Surabaya dirasa masih kalah canggih hal ini dapat dilihat dari ketidak adaan alat yang dapat menditeksi keberadaan pelaku judi online, sehingga pihak Polrestabes Surabaya terkesan kalah canggih dengan pelaku judi daring. Selain itu Polrestabes Surabaya tidak dapat memblokir situs judi daring yang ada. Faktor masyarakat, dalam hal ini adalah tingkat kesadaran hukum yang kurang pada diri setiap individunya. 

Penanggulangan tindak pidana judi daring secara preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi ternyata mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut pada kenyataannya merupakan kunci untuk menentukan dan membongkar judi. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana judi daring itu menurut Kepala Bagsumda Polrestabes Surabaya Bapak Soekris Trihartono adalah sarana dan prasana dalam menanggulangi kasus judi daring masih sangat terbatas. Saat ini tindak pidana judi daring didukung dengan tekhnologi yang sanggat canggih sehingga terkadang dapat membuat pihak penyelidik atau penyidik sulit menangkap pelaku judi daring tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.  Upaya penanggulangan tindak pidana judi daring di kota Surabaya secara preventif yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Surabaya yakni :

a. Membentuk Tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana judi daring yang disebut MESSI.

b. Melakukan sosialisasi yang diadakan rutin selama 1 minggu 1 kali.

c. Bekerjasama dengan pihak kominfo untuk menutup serta memberikan sosialisasi lewat internet.

Namun upaya preventif tersebut belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana judi daring, karena mereka beranggapan akan membuang-buang waktu saja karena yang dirugikan oleh pelaku judi daring adalah dirinya sendiri. Sedangkan untuk abolisionistik Polrestabes Surabaya belum pernah melakukannya.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana judi daring secara represif yang dilakukan oleh polisi belum berjalan dengan baik dikarenakan polisi tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dan peralatan yang canggih sehingga Polrestabes Surabaya hanya berhasil menangkap sebanyak 14 orang.

3. Hambatan yang ditemui oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani judi daring adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan tidak didukung dengan adanya tekhnologi canggih beserta dana yang cukup untuk menunjang kinerja polisi dalam memberantas perjudian daring.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan bisa memberi dana lebih guna menunjang kinerja polisi untuk memberantas judi daring, karena dalam penanggulangan judi daring dibutuhkan alat yang canggih. Dan bekerjasama dengan perusahaan untuk menyumbang dana bagi kepentingan umum.

2. Polisi yang bertugas dalam penangananan judi daring diharapkan dapat mengikuti pelatihan – pelatihan untuk anggotanya agar polisi dapat mengikuti perkembangan tekhnologi yang semakin berkembang.

3. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan apabila masyarakat tersebut mengetahui ada tindak pidana perjudian daring. Diharapkan pula bagi masyarakat dapat saling mengingatkan bahwasahnya perbuatan judi daring itu merupakan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya cukup berat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

              2005. Tindak pidana Mengenai kesopanan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Dirdjosisworo, Soedjono.1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung : CV Remadja Karya.

              1984. Kriminologi. Bandung : Alumni Bandung.

Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartonegoro. Diklat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1983. Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta : Bina Aksara, 

              2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.

Soerjono Soekanto.2008 .Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum     Raja Grafindo Persada.
Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (Kuhap), Tambahan Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

MEDIA INTERNET

Dwi yuli handayani, Mesi Ringkus 18 Pelaku Judi Bola Selama Gelaran Piala Dunia, kelanakota.suarasurabaya.net/news/2014/13579-mesi-ringkus-18-pelaku-judi-bola-selama-gelaran-piala-dunia,13 juli 2014, diakses 4 oktober 2014.

http://halopolisi.com/2014/06/05/berantas-judi-bola-polrestabes-surabaya-dibantu-messi/, diakses tanggal 4 oktober 2014.

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2182/Judi+Online+Kok+Sulit+Diberangus% 3F/0/sorotan_media#.VIiXF9lHhRI, diakses 4 oktober 2014.

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/siaran+pers+no.+24pihkominfo32014+tentang+uji+publik+rpm+yang+mengatur+tata+cara+pemblokiran+konten+internet+negatif+/0/siaran_pers#.vc_hgkdzem8, diakses 4 oktober 2014.

Judi Online Beromzet Rp.1 Miliar Per Bulan Terungkap, https://id.berita. yahoo.com /judi/ online/beromzet-rp-1-miliar-per-bulan-005414836. html, diakses 3 oktober 2014.

Mei Amelia R, Polisi Gulung Bandar Judi Bola Online Beromset Miliaran Rupiah di Alam Sutera, http://news.detik.com/read/2014/01/29/155728/ 2482165/10/1/polisi-gulung-bandar-judi-bola-online-beromset-miliaran-rupiah-di-alam-sutera, Rabu, 29/01/2014 15:57 WIB, diakses 3 oktober 2014.

Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007. yc1dav@garuda.drn.go.id.diakses, 14 nopember 2014.

2








       �  Judi Online Beromzet Rp.1 Miliar Per Bulan Terungkap,https://id.berita.yahoo.com/judi/online/beromzet-rp-1-miliar-per-bulan005414836.html, (diakses 3 oktober 2014).


       � Dwi yuli handayani, Mesi Ringkus 18 Pelaku Judi Bola Selama Gelaran Piala Dunia,kelanakota. suarasurabaya.net/news/2014/13579-mesi-ringkus-18-pelaku-judi-bola-selama-gelaran-piala-dunia,13 juli 2014,(diakses 4 oktober 2014)


�� HYPERLINK "http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2182/" �http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2182/�Judi+Online+Kok+Sulit+Diberangus%3F/0/sorotan_media#.VIiXF9lHhRI, (diakses 4 oktober 2014)


�� HYPERLINK "http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/siaran+pers+no.+24-pih-kominfo-3" �http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/siaran+pers+no.+24-pih-kominfo-3� 2014+ tentang+uji+publik+rpm+yang+mengatur+tata+cara+pemblokiran+konten+internet+negatif+/0/siaran_pers#.vc_hgkdzem8,(diakses 4 oktober 2014)


       � http://halopolisi.com/2014/06/05/berantas-judi-bola-polrestabes-surabaya-dibantu-messi/





4
1

